
 
BUPATI KUANTAN SINGINGI 

PROVINSI RIAU 
 

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI 
NOMOR 26 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI 

NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KUANTAN SINGINGI, 

 

Menimbang : a. bahwa memperhatikan perkembangan dalam pelaksanaan 

penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada 

Organisasi Perangkat Daerah pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

 b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 104 ayat (4) Peraturan 

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, 

pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan mengubah 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan untuk 

selanjutnya ditampung dalam Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kuantan 

Singingi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2019.  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota 

SALINAN 



Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 13 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4021); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004            

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004       Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang    Nomor    17    Tahun    2014    tentang    

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Parwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Atas Undang-Undang    

Nomor    17    Tahun    2014    tentang    Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Parwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5650); 



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977  tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977  tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang  

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 



Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administartif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam 



Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian 

Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

23. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  

tentang Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  (Berita  

Negara  Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 825); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 

Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 

Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 Nomor 1); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi  Nomor 5 

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor); 

28. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita 

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 4). 

29. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 19 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kuantan 
Singingi  Nomor 57 tahun 2018 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2019 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 
2019 Nomor 19); 

 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN 

SINGINGI NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2019. 

 
 
 
 



Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi  

Nomor 57 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 19 Tahun 2019 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi  

Nomor 57 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 19), diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 1 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 terdiri atas : 

1. Pendapatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.      87.394.355.582,40 

b. Dana Perimbangan Rp.  1.185.774.838.994,00 

c. Lain-lain Pendapatan Rp. 298.123.932.045,00 

 yang Sah 

 Jumlah Pendapatan Rp.  1.571.293.126.621,40 

 

2. Belanja : 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 589.295.514.264,43 

2) Belanja Bunga  Rp.   0,00 

3) Belanja Subsidi Rp. 0,00 

4) Belanja Hibah  Rp. 12.278.600.000,00 

5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 3.565.000.000,00 

6) Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00 

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 267.207.290.297,00 

8) Belanja Tidak Terduga Rp. 0,00

   Rp. 872.346.404.561,43 

 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 26.088.421.793,99 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 310.440.638.243,98 

3) Belanja Modal  Rp. 362.417.662.022,00 

    Rp. 698.946.722.059,97 

 Jumlah Belanja Rp. 1.571.293.126.621,40 

 Surplus/ (Defisit ) Rp. 0,00 



 

3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan Rp. 0,00 

b. Pengeluaran Rp. 0,00 

  Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 0,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran  

tahun berkenaan Rp. 0,00 

 

 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 3 

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

 

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 5 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam 

peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

 
Ditetapkan di Te luk  Kuantan  
pada tanggal 13 Mei 2019  
      
BUPATI KUANTAN SINGINGI, 

 
ttd 
 

H.  M U R S I N I  
 

Diundangkan di Te luk  Kuantan   
pada tanggal 13 Mei 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, 

 
ttd 
 

H. DIANTO MAMPANINI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019 NOMOR 26 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

 

SURIYANTO, SH, MH 

Pembina 

NIP. 19730603 200701 1 007 

 


